
7. Undang .... 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undanz-Undanz Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

0 0 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peny~lenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3851 ); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kata Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa 
Barat; 

vlengingat 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
P~rubahan Anggaran Pen?apatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu 
d1tetapkan. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009; 

v!enimbang 
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18. Pera tu ran . 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indo~esia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ~epublik I?donesia Tahun 2005 
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republtk Indones1a_Nomor 4502); 

' 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

7. Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Ind . tentang Perbendaharaan Negara 
Lembaran Negara Republik Indones~;~ia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan omor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor Jo Tahun 2004 Perundang-undangan (Lembaran N R tentang Pembentukan Peraturan 
53, Tambahan Lembaran Negara R=pgi~~-k ?dublik _Indonesia Tahun 2004 Nomor 

1 n onesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 t Tanggung jawab Keuangan Ne (L b entang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
2004 Nomor 66 Tambahan L g:a e~1 aran Negara Republik Indonesia Tahun 

' em aran egara Republik Indonesia Nomor 4400); 

JO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 t s: 
P b N 

. entang istern Perencanaan 
em angunan asional (Lembaran Negara R blik I d . N 104 T b h L epu 1, n onesia Tahun 2004 
omor ' am a an embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

11. Undang-Undan~ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Repub_hk Indonesia Tahun 2004 Nomor J 25, Tambahan Lembaran 
Negar~ Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ' 

12. Undan_g-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemem1:tah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
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3 I. Peraturan . 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 

30. Peraturan Presiden Nomor J Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, 
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta~un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

J 8. Peraturan Pemerintah Nornor 24 T h 20 Pemerintahan (Lembaran Negara Rep~b~i~ Indo5 t~ntang Standar Akuntansi 
Tambahan Lembaran Nezara Republik I d . onesia Tahun 2005 Nomor 49, 

e n onesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20 .. 
(Lembaran Nezara Republik lndo . T h o5 tentang Pinjaman Daerah 

o nesia a un 2005 No 136 T b h 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574); rnor , am a an 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 te . . 
(Lembaran Negara Republik Ind . T I ntang Dana Penrnbangan . onesia a tun 2005 Nomor 137 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); ' 

21. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun ?005 te t Si 1 c. · 
D I CL b 

- n ang istem nrormasi Keuangan 
aera 1 em aran Negara Republik Indonesia T h 2005 

T b I L b 
. 1 a un Nomor 138, 

am a tan em aran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang H"b h (L b N 
R blik I d · 1 a em aran egara 

epu 1' n onesia Tahun 2005 Nomor 139 Tamb h L b . N . . , a an em aran egara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 
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2.Belanja . 

1ggaran p . 
>.472 3 endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah 
ngan·ri~::037.000,- berkurang sejumlah Rp.16.627.626.000.- sehingga menjadi Rp.455.756.411.000,- 

Pencta tan sebagai berikut : 
a Patan : 
b. SernuJa I 000 

B RP 375.119.07 . ,- 
. erkurang . 

J R ( 1.267.644.000.-} urnlah P ~P·:.....---'-u..:.=:~~-'-"-""~ endapat 1 hp b h Rp. 373.851.427.000,- an sete a eru a an 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

enetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
T AHUN ANGGARAN 2009. 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008; 

34. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, 
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi L b T kn" . . em aga e IS Daerah, Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Palisi Pamong Praja; 

35. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, 
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan; 

36. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor I Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

37. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 4 Tahun 
K d d k d T 2008 tentang Susunan, 

e u u an an ugas Pokok Organisasi Dinas Daerah· , 

3 1. Peraturan Daerah Kata Magelang N 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenan a o;or 2. Tahun 2008 tentang Urusan 

g n emenntah Kata Magelang; 

32 Peraturan Daerah Kata Magelang N 3 . Kedudukan dan Tugas Pokok O .0m?r Tahun 2008 tentang Susunan, 
rgamsas1 Sekretariat D h d s k · Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: aera an e retanat , 
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SEKRET ARIS DAERAH 
A MAGELANG 

FAHRIYANTO 
liunctangk . 
act an d1 Magelang 

a tangga! 3 Agustus 2009 

WALIKOTA MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 3 Agustus 2009 

igar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
alam Berita Daerah Kota Magelang. 

'eraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 4 

.ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
11. 

enjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 
eraturan ini. 

Pasal 2 

0.- Rp. Sisa Iebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

b. Pengeluaran R 
J) Semula P· 1.150.000.000,- 
2) Bertambah _R-p. -=2=2.=0.:::..:00~.0~0~0~.- 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.172.000.000,- 
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 80.732.984.000,- 

pe01biayaan : 
penerimaan 

a. I) semula Rp. 100.206.985.000,- 
?) Berkurang . _R.._p._->....:(1=8.:..:::.3~02=-'-.0~0~l~.O~O:\l.,0,::.1.-) 
Jwnlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 81.904.984.000,- 

(80. 732.984.000,-) Rp. 
454.584.41 1.000,- Rp. 

Pasal 3 

4 71.234.03 7 .000, 
( 16.649 .626.000,-) 

Rp. 
Rp. 

aelanja: 
I. SeJTlUla 

a. kurang 
b. aer ah Belanja setelah Perubahan 

Jurnll /(Defisit) setelah Perubahan surp us 
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